BAB Il
MASHLAHAH DAN SEJARAHNYA DALAM PERKEMBANGAN
HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mashlahah dan Pembagiannya
Secara etimologis (lughawiy), kata mashlahah merupakan bentuk mufrad
dari al-mashalih yang memiliki_afti sama dengan kata al-shalah, yakni sesuatu

yang menjurus dan menarikgpada kebaikan."

Dalam bahasadArab sering dik

yang cocok,

Dari pengertian-pengertian o Oapat ditegaskan bahwa mashlahah,

sebagai lawan dari mafsadah, adalah segala sesuatu yang di dalamnya

UINIMAMBONJOL
ok Wgmud M M D
Sedangkan ergan hlahah gsecata inologis, banyak
dikemukakan oleh pﬁAjl@A&dN&@dinisikm:

Y 1bn Manzir al-Afrigiy al-Mishry, Lisan al-‘Arab, Juz 11 ( Beirut : Dar Beirut Li al-
Thaba’at wa al-Nasyr, 1955), h. 517.

? Louis Ma’laf, al-Munjid fi al-Lughah, (Beirut: Dar al-Fikr,1975) , h .432.

3 Istilah-istilah ini lebih banyak digunakan oleh ahli hukum di kalangan Hanabilah. Lihat
,‘Abd al-Wahab Khalaf , Mashddir al-Tasyri’ fi ma la Nash fin (Mesir: Dar al-Qalam, 1972 ), h.
86.

* Judah Hilal, Al-Istihsan wa al-Mashlahat al-Mursalah”, dalam Usbu’ al-Figh al-
Islamiy, (Kairo: Lajnat al-Qaniin wa al-‘Ulum al-Siyasah, Ed. Majlis al-A’la li al-Ri’ayat al-Funiin
al-Ijtima’iyyah, 1330 H) , h. 263.
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Span mbs gl dniie o e LoV (3 5)Le gb dlall
“Mashlahah pada dasarnya adalah ungkapan untuk meraih kemanfaatan atau
menolak kesulitan .

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan
maslahah adalah memelihara maksud-maksud syara’ , dan yang dimaksud dengan
memelihara di sini menurut al-Ghazali, yaitu memelihara agama , jiwa, akal,
keturunan dan harta®. Oleh arena itu, segala sesuatu yang dapat menjamin
terpelinaranya kelimag® hal  terseb dalah™ merupakan maslahah, dan

mengabaikanya berarti mafsada

ementara lbn Taimi

U esle ‘\ ssle @L..J\ &J\ 8> ‘g\ | <A CJMJJ

perdagangan yaltu sarana untuk memperoleh keuntungan sementara pengertian
maslahat dari segi gt Mg ebab untuk sampai
kepada maksud sydrpk e' ‘Wl

®> Al-Ghazaliy, Al-Mustasyfa min ‘Ilm al-Ushil, Juz 1, (Mesir: Maktabat al-Jundiyyah,
1971), h. 251.

® Ibid.

" Muhammad Abu Zahrah, Ibn Taimiyyah Haydtuh wa ‘Ashruh Arduh wa Fighuh (t. tp:
Dar al-Fikr al-*Arabiy , t.th.), h. 495.

8 Musthafa Zaid, Al-Mashlahah fi al-Tasyri’ al-Islamiy, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabiy,
cet.ll, 1964) h. 211.
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Dari definisi di atas, terlihat bahwa al-Thiafi mencoba membedakan
pengertian maslahat dari segi sasaran atau tujuanya, yaitu pada maslahat yang
bertujuan untuk kemaslahatan makhluk (magashid al-khalg) dan ada
kemaslahatan yang beriorentasi syar’i (magashid al-syari’), baik berupa ibadat
maupun adat.

Berangkat dari uraian di atas, dapatiditarik suatu pemahaman bahwa secara
redaksional terdapat adanya perbedaan, namun Secara substansial semua definisi

tersebut memiliki kesamaan yaitu, bahwa yang dimaksud maslahat adalah suatu

sarana untuk menetapkan hal-hal itan dengan kepentingan manusia,

bil)l manfaat dan menolak

adalah sesu

ang jikaditin
aslahat pada
jenis ini t aitu, agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta®".

Di antara bentuk syari’at yang mewajibkan seseorang untuk memelihara

UIN-IMAM BONJOL
rtaganka a iigan : parg u 1
orang-orang yang su emgina limgg dagi a nya.
Adapun ben A} sé untuk memelihara

jiwa adalah adanya Kewajiban untuk senantiasa berusaha mendapatkan makanan,

% Al-Syathibiy, al-Muwdfaqat fi Ushiil al-Syari’ah, Juz Il ( Kairo: Maktabat al-Tijariyyah,
tth.), h. 8-12.

19 Wahbah al-Zuhailiy, Ushiil al-Figh al-Islamiy, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr,1986), h.
755.

" Ibid.
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minuman dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Sementara bentuk
syari’at yang mewajibkan seseorang untuk senantiasa memelihara akal adalah
adanya larangan meminum khamar dan segala sesuatu yang memabukkan yang
dapat merusak akal. Sedang contoh syari’at yang mewajibkan seseorang untuk
memelihara keturunan yaitu dilarangnya perbuatan zina. Terakhir, yaitu contoh
diwajibkanya memelihara harta adalahdilarangnya tindakan pencurian.

2. Al-Mashlahat al-Hajjiyyah#yaitu suatu perkara (keadaan) yang diperlukan

manusia untuk menghilangkan dan genghindarkan,diri dari kesempitan dan

kesulitan, yangf seandainya k ada, maka keteraturan dan

keseimbangan 'hidup ti an | rusak. Demikian pula
ak akan sam

yang bersifat

semua ketent ‘ off pagai contoh

dibolehkanya erpuasa 9 yang sedang
bepergian dan dalam keadaan sakit. 8 Kian pula dibolehkannya menggashar

shalat bagi mereka yang sedang menjadi musafir (bepergian).

[®ur’ u me engllil ﬁ
ity dargk a S@ ad " ags Niadh
dasar disyari’atkann kuga Islaggeeblal indsesugi dang t al-Qur’an:
‘ . 4 A e
-t ) G" }5-) A,

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu”.*®

" Ibid.
3 Q.S. al-Bagarah: 185.
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3. Al-Mashlahat al-Tahsiniyyah (takmiliyyah), yaitu mashlahah yang tingkat
kebutuhan manusia tidak sampai pada tingkat dhaririyyah, tidak pula
hajjiyyah, namun pemenuhannya dalam rangka memperindah atau
menyempurnakan hidup manusia, dan bisa juga didefinisikan segala hal yang
dikehendaki dan terwujudnya ketinggian dan kesucian akhlak dan kebaikan
adat istiadat (sopan santun) yangssekiranya itu semua tidak ada, maka tidak
sampai merusakkan tatananidup.** Denganikata lain, bahwa jenis mashlahat
tahsiniyyah atau tamiliyyah™ ini

ifatnya hanya, untuk menyempurnakan
sesuatu.

Di antara contoh dal
sebagai tam i Ikerjaka alat ini
maka ak aka gkapan ibad ji an tidak

macam bé , kan dan mi q ang baru

akaian putih
Dari

tahsiniyyat al-insan jadi jelas bahwa 0 ketentuan hukum yang ditetapkan
syar’i tidak dapat dilepaskan dari tujuan kemaslahatan tersebut.
UINIMAM-BONJOL
ulfFilg) meggb a e D
1. Al-Mashlahat alg (bl ), sxaite k ahatan umum yang
menyangkut kepm WNaGum itu tidak berarti

untuk kepentingan semua orang, tetapi dapat berbentuk kepentingan mayoritas

untuk kebanyakan umat. Contohnya, para ulama membolehkan membunuh

¥ Al-Syathibiy, loc.cit. Lihat pula Wahbah al-Zuhailiy, Ushill..., loc.cit.
15 Nasroen Haroen, Ushul Figh ( Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 116-117.



56

penyebar bid’ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut

kepentingan orang banyak.
2. Al-Mashlahat al-Khdsshah (<Al daliadll) yaitu kemaslahatan pribadi dan

ini sangat jarang ditemui, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan
pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud).
Pentingnya pembagian maslahatgini berkaitan dengan prioritas mana yang
harus didahulukan apabilagantara kemaslahatan umum bertentangan dengan

kemaslahatan pribadif Dalam™ pandagoan Islam kemaslahatan umum harus

didahulukan daripada kemaslgi

ibadah ¢ kat-danhaji.

arah (5_siall 4

Kemaslahate

kebiasaan, seperti dalam masalah mMakanan yang berbeda-beda antara satu

dagrahgdengan gllac@h laiya. derlgaya
U' ika e a

i i, @imaksudign k
l A’ -d . Q
Bila ditinjau dari ada atau tidak adaanya nash, maka maslahat dapat dibagi

menjadi tiga:
1. Al-Mashlahat al @1u t@ar

Al-Mashlahat al-Mu tabarah adalah setiap mashlahah yang ditetapkan

>

hukumnya berdasar bukti tekstual nash (al-Qur’an dan sunnah), ijma’ atau qiyas

18 1bid.
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berdasarkan ‘illat hukum yang diakui*’. Semua ini mencakup permasalahan-
pemasalahan yang tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan
manusia di dunia kini dan di akhirat kelak. Sebagai contoh Allah mensyari’atkan
hukum qishash bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja
sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 179:

-3

5 5a5 (..és.wv.hlwkbt_,oj;;upw\dvgj

“Dan dalam qlshash itu ada (Jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu ber .

Dari ayat di atas dap ashlahat mu tabarah dalam

% v "(;i 2 =
U [I;NorlerﬁM B N JQ L
dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang
menuduh itu) delap I@Rka 3 It E amu terima kesaksian
mereka buat selama a h - ang fasik”.

Al-Mashlahat al-mu tabarah dalam ayat di atas adalah bahwa untuk
menjaga kehormatan dan nama baik orang (wanita-wanita terhormat), maka bagi

penuduh dikenakan sanksi dera 80 kali dan digugurkanya hak kesaksian mereka.

" \Wahbah al-Zuhailiy, Ushil..., op.cit., h. 752.
8 Q.S. al-Nar: 4.
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Dengan adanya sanksi seperti ini, diharapkan anggota masyarakat tidak akan
sembarangan menuduh orang lain berbuat zina sebelum ada bukti-bukti kuat
sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut.

Al-Mashlahat al-mu 'tabarah ini telah disepakati oleh para ulama sebagai
mashlahah yang valid dan dapat dijadikan landasan bagi giyas.
2. Al-Mashlahat al-Mulghah

Al-Mashlahat al-Mulghgh yaitu setiap mashlahah yang diabaikan oleh
syari’at, yakni mashlahah#yang terdapagdalam-suatu peristiwa, tetapi dibatalkan

oleh syari’at, karenafdi dalam peri at mudarat yang lebih besar dari

jenis ini ditolak oleh bukti

“Mereka bertanya kepadamu tentarig®lamar dan judi. Katakanlah: "Pada
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi

dugnya dehil baaar i faainy o gmne a gertanya lgep
me gk a nlaifil ¥ i i kdlbg
ilaNlh Alh al Ny @kez
0] n:

Pada ayat lai

- >w & -

Jof ot )

19 Wahbah al-Zuhailiy, op.cit., h. 753.
% (Q.S. al-Bagarah : 219.
21 Q.S. al-Maidah : 90.
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“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan”

Dari dua ayat di atas, dapat dipahami bahwa memang pada khamar dan
judi ada mengandung manfaat, hanya dosa dan mudharatnya lebih besar daripada

manfaatnya. Oleh karena itu, mashlahah yang terkandung pada khamar dan judi

langsung diabaikan dan dibatalkan oleh syari’at (nash).
3. Al-Mashlahat al-Mursalah

Selain darif dua mashl disebutkan di atas, ada satu
atau

rsalah,

Sementara itu, ‘Ali ‘Abd al-Rabbih mendefinisikanya:*

U' I i M 9 8>
“Suatu ibarat tent enfliap tu AAukug b@d n mashlahah atau
menolak kemafsad LE la lilnya dari Syari’
diterima atau ditolay’.

22 < Abd al-Wahab Khalaf, ‘7im Ushul al-Figh, (Kairo: Maktabat al-Dakwat al-Islamiyyah,
1990) , h. 84.

2 <Ali ‘Abd al-Rabbih, Buhiits fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha ‘ind al-Ushiliyyin, (t.tp :
Mathba’at al-Sa’adah, 1980), h. 99.
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Berangkat dari kedua definisi tersebut di atas, jelaslah bahwa mashlahat
al-mursalah adalah merupakan suatu metode penetapan hukum (bukan sekedar
penetapan hukum), berdasarkan prinsip meraih kemashlahatan dan menolak
kemafsadatan dengan tidak menyalahi maksud-maksud syari’at, karena tidak
adanya nash yang tegas dari syari’. Tetapi apabila hal itu dilakukan, maka akan
mendatangkan kemashlahatan yangsangat besar bagi masyarakat, sekurang-
kurangnya dapat menghasilkan manfaaat atau menghilangkaan mudharat
(kesulitan).

B. Syarat Penggunaan Mashl

bahwa kem3 S i o1 (F: ntu. Hal ini
dimaksudka Y, i atau saluran

jada perkiraan
(taqdiry), sehingga bila tidak hati-ha # terjebak pada kepentingan individu,

kelompok, atau sesuatu yang bersifat nisbi, dan yang demikian jelas bertentangan

UIN-IMAM.BONJOL
D3gm nign n ran k g
dalam berhujjah de algnas ah, tegnyatg tidgk | antara ulama satu
dengan ulama yang p/Ad : N.GMalik umpamanya,
menentukan syarat-syarat dalam mengunakan mashlanah sebagai berikut; %°

2« Abd al-Wahab Khalaf, Ilm Ushiil al-Figh, op.cit., h. 21.
% Muhammad Abu Zahrah, Malik Haydtuh wa ‘Asruh ‘Arduh wa Fighuh, (Kairo: Dar al-
Fikr al ‘Arabiy, 1964, h. 402. Selanjutnya disebut Muhammad Abu Zahrah, Malik Hayatuh....
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1. Harus sejalan antara mashlahah dengan maksud-maksud syara’. Mashlahah
tidak boleh bertentangan dengan pokok-okok ajaran Islam (dhaririyyat) dan
tidak pula bertentangan dengan salah satu dalil gath ’i.

2. Mashlahah itu harus benar-benar rasional, dalam arti bahwa apabila hal itu
dikemukakan kepada ahlinya mereka dapat menerimanya.

3. Dengan mengambil mashlahahgftersebut terbukti dapat menghilangkan
kesempitan dan kesulitan.

Sementara itu ulama lainnya, seRQagaimana dikemukakan ‘Abd al-Wahab

Khalaf®®, menetapkafl syarat-syar

1. Bahwa penetapan harus

dahulu, seh

maka hal tersebut akan terjatuh ™ ashlahah yang bersifat dugaan, dan
yang seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil (dasar) hukum.
UINIMAM-BONJOL
bikargmasi@ga iba ain i
mashlahah ini begnan

agigsebagian ghe mat manusia. Oleh
karena itu, mas Ag a Aﬂ UM sesgang penguasa atau
individu tertentu” dan” mengabaikan nasib masyarakat umum tidak dapat

dijadikan landasan penetapan hukum, sebab sandaran atau orientasi

mashlahah harus menyatu kepada kepentingan umum, bukan kepentingan

individu atau kelompok tertentu.

% <Abd al-Wahab Khalaf, Ilm Ushil al-Figh, op.cit., h. 86-87.
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3. Hendaknya mashlahah umum tersebut tidak bertentangan dengan suatu
ketetapan hukum yang ada nash dan ijma’nya, oleh karenanya tidak sah
berdalih demi menjaga kemashlahahan, seperti menyamakan bagian harta
waris antara anak perempuan dan anak laki-laki. Juga tidak sah memindahkan
bagian seseorang kepada yang lainya dalam masalah harta waris, atau
merubah bagian seseorang lalu_gdiberikan kepada ahli waris lainya. Pada
prinsipnya tidak dibenarkansmerubah ketetapan nash dan ijma’ hanya karena

pertimbangan mashlahah. Sebab, ,pada “hakikatnya hukum-hukum telah

ditetapkan di dalam pash a uanya bertujuan mencapai dan

mewujudkan mashlaha an [mashlahah hakiki dan

hukum had, "y, It ya, tertutup
peluang bad b ” mengetahui
mashlahah a s ‘abbudiy dan
pembatasan itu.

Meskipun demikian, ada sementara ulama yang hanya dapat menerima

UINIMAM BONJOL
CSR inifge u gd q an ke [ Riag
kata lain, kelompokghigdasecara tj langaling gnenglakgaginsip mashlahah bila
tidak ada sandarankva: A{j @ponsori oleh Imam
Malik?® memandang bahwa Kehujjahan mashlahah bersitat independen, tidak

harus tergantung pada sesuatu yang lain.

" Termasuk dalam kelompok ini adalah al-Syafi’iy, sebab menurutnya, mashlahat al-
mursalah yang memang lepas sama sekali dari keterikatannya dengan nash, tidak boleh
dipergunakan sebagai dalil hukum.

%8 Muhammad Abu Zahrah, Malik Hayatuh, op.cit,. h. 369-371.
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Imam Ahmad ibn Hanbal dan para pendukungnya sejalan dengan pendapat
Imam Malik, bahwa (ishtishlah) adalah merupakan salah satu metode yang
dipakai untuk menggali (istinbath) hukum yang tidak terdapat ketentuan
hukumnya dalam nash atau ijma’. Namun demikian, ada sebagian dari mereka
yang menolaknya®. Tapi bila mengikuti fatwa-fatwa Ibn Taimiyyah sebagai salah
seorang pengikut setia Ahmad bin Hambaljpia berpegang pada mashlahah sebagai
dasar istinbath hukum.*

Al-Thifiy*'yang masih dari kala
ishtishlah (mashlahah) adalah dali

dan segala ketentuan huku

gan mazhab Hanbali, berpendapat bahwa

a0 asasi dalammasalah mu amalat

karena men
itu tidak lebi
tujuan, maki 3 aPekan darialat.

an, bahwg ufiy di atas
setidaknya did \

harus melalui wahyu dapat mengetal™Sgg@@®aikan dan keburukan. Kedua, bahwa

maslahat itu merupakan dalil al-syar’i mandiri yang kehujjahnnya tidak

UIN-IMAM BONJIOL

2% <Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turkiy, Ushiil Imam Ahmad ibn Hanbal, (Kairo:
Mathba’at Jami’ah ‘Ain al-Syams, cet. |, 1974), h. 424.

% Muhammad Abu Zahrah, Ibn Taimiyyah, op.cit,. h, 498.

31 Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn ‘Abd al-Qawi ibn ‘Abd al-Karim ibn Sa’id al-
Thifiy (lebih dikenal dngan Najm al-Din al-Thifiy). Lihat Husain Hamid Hasan, Nadhdriyyat al-
Mashlahah fi al-Figh al-Islamy, (Mesir: Dar al-Nahdhah al-*Arabiyyah, 1971), h. 530-546

|bid., h. 530-536. Lihat pula, Ibrahim Hosen, “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi
Hukum Islam dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam “( Jakarta: Paramadina, cet. . 1995), h. 225.
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Berangkat dari prinsip-prinsip di atas, maka bagi al-Thafiy maslahat itu
bukan hanya merupakan hujjah semata diketika tidak terdapat nash dan ijma’, di
saat terjadi pertentangan di antara keduanya dengan jalan bayan dan takhshish®,
Dengan demikian, tidak benar bahwa al-Thafiy mengabaikan dan meninggalkan
nash sama sekali. Hal ini ia lakukan karena dalam pandanganya, maslahat itu
diambil dan bersumber dari sabda NabifSAW:

BUSI PISTE I
“Jangan menimbulkand kemudharat an Jjangan ‘memudharatkan (orang
lain)”.34
Kalangan ulama yan

mashlahah dapat dijadikan

, ijma’ atau giyas;Taka keputusan

hukum ditentukan berdasarkan sesuatu yang dapat melahirkan atau

UIN-IMAM-BONJOL

budaya dan kebutuhan serta kepentingan, yang tidak pernah ditemui oleh

generasi terdar’:PAAN@ diperlukan untuk
memelihara kem@islah@an , k& o nerasi sebelumnya,

perubahan sistem nilai dan perilaku manusia menimbulkan mafsadat dalam

¥ Musthafa Zaid, op.cit., h. 61-65, 543-546.

% Zaid al-Din al-Hanbaliy, Jami at al-Ulum wa al-Hukm fi al-Syarh Khamsin Hadits min
Jawami’ al-Kalim ( Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 205.

% Husain Hamid Hasan, Nadhdriyyat...., op. cit , h. 61-65, 543-546.



65

hal yang dahulunya membawa mashlahah. Seandainya bagi mujtahid tidak
terbuka pintu untuk menetapkan hukum berdasarkan istinbath niscaya syari’at
Islam ini mempersempit kemaslahatan manusia dan mengurangi hajat mereka
yang tidak yang berpuncak pada tidak pantasnya syari’at berlaku untuk masa
dan tempat, peradaban, dan perilaku yang berbeda. Padahal dia adalah syari’at
yang universal meliputi seluruh manusia,yang berbeda-beda.

3. Kemaslahatan yang menjadiglandasan-hukumpsyari’at itu adalah kemaslahatan
yang rasional dan hakiki, bahwa g dilarang itu, adalah buruk dan yang
diperintahkan adalah baik, da al. Allah mewajibkan kepada kita

kehujjahannya oleh syari’.

Memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan mazhab pendukung

UINIMAM BONJOL
K R 7 yghg at b e §ip a
akal adalah baik dan digandaageoleh gkal harukead uruk. Hal yang baik
dituntut-Nya untuk A\A:Nal baik diberi pahala

dan yang buruk diancam dosa™. Hanya Dbedanya, mazhab maslahat tidak

berpendapat bahwa penetapan hukum dengan istinbath itu sebagai penetapan akal,

% Harun Nasution, Teologi Islam (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, cet.
11, 1972), h. 46.
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melainkan adalah penetapan hukum syara’ yang ditunjukkan oleh akal melalui
semangat hukum yang telah ditetapkan syari’.

Di samping pendapat-pendapat di atas, ada pula pendapat yang netral,
yaitu golongan yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, yang memakai metode
sendiri, yakni istihsan. Metode ini sebenarnya merupakan penerapan secara tidak
langsung terhadap prinsip mashlahahgHalyini sebagaimana dikatakan oleh ‘Abd
al-Wahab Khalaf, bahwa mereka'menggunakan istinsan. Salah satu jenis istihsan
yang diakui, adalah istihsan yang diakui olen“urf, dharurat dan mashlahah. Ini

menunjukkan bahwa mereka meng ahah “sebagaindalil hukum. Tidak

yang menjg
berpegang K S : an landasan
rasio. Oleh
mazhab Hana perpegang

Jika ditelusuri lebih jauh pada pagai literatur pemikiran fikih (hukum

Islam), maka akan didapati bermacam-macam ketentuan hukum, atau contoh-
UINIMAM BONJOL
highag bailg i p t a- r
(mujtahidin). Yang ting di gadaranyaa sebggaigan yang dikemukakan
e 'bN

1. Tindakan khalifah Abu Bakar al-Shiddiq mengumpulkan shuhuf al-Qur’an

oleh Muhammad ‘A a

yang ketika itu masih terpencar di tangan para sahabat di berbagai tempat.

3 <Abd al-Wahab Khalaf, Mashddir al-Tasyri’ al-Islamy fi ma I Nash Fih (Kuwait: Dar
al-Qalam, 1972), h. 90.

% Muhammad ‘Al al-Sais, Nasyat al-Figh wa al-Ijtihdd wa Tathawwuruh (t.tp: Silsilat
al-Buhiits al-Islamiyyah, 1970), h. 41-46.



67

Padahal pekerjaan seperti itu tidak dilakukan pada masa Rasulullah SAW,
tetapi dikerjakan oleh Abu Bakar dengan pertimbangan kemaslahatan. Dengan
demikian, jelas dalam hal ini tidak ditemukan nash. Namun dapat
dibayangkan, bila langkah ini tidak dilakukan, mungkin al-Qur’an akan hilang
dengan meninggalnya para sahabat.

2. Abu Bakar telah menunjuk ‘Umanfuntak menggantikan kedudukanya dengan
khalifah, apabila kelak dia wafat.

3. ‘Umar telah menetapKan hukumangdera “sebanyak, 80 kali bagi peminum

khamar, padahalésebelumnya ereka hanya40 kali dera.

‘Umar mendirikan lemb

5. Tind2 L, erpegang

a’at saja,

ada pada

agar mereka
tidak bers wdi ) i . al-Qur’an al-
Karim. Sebab ketika itu al-Qur' ang dibaca dengan gira’at (bacaan)

berdasarkan dialek Arab yang berbeda-beda, demikian juga dengan urutan-

ulNgn Burat ria d inBi [ mp @ l

d@noNg kek S . K ddgnikgn

membahayakan u am:a anNtsGwengambil tindakan
At \

agi pezina laki-laki yang belum nikah dihukum dera

tersebut atas das t)
6. Pada mulanya sanksi
dan diasingkan selama satu tahun, sesuai dengan hadits Nabi yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ‘Ubadah ibn Samit, bahwa “pezina yang

masih bujangan dan gadis didera 100 kali dan diasingkan selama satu
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tahun™. Ketika ‘Umar menjadi khalifah, ia pernah menjatuhkan hukuman
pengasingan tersebut terhadap Rabi’ah Ibn Umayyah ke Suria, namun ketika
dalam masa pengasingan itu ternyata ia melarikan diri bergabung ke pihak
musuh vyaitu ke Bizantium. Berdasarkan pengalaman ini, maka ‘Umar
menetapkan bahwa tidak akan lagi mengasingkan seseorang dan hukuman
tersebut dibekukannya. Dalam kasuswini nampaknya Umar melihat bahwa
hukuman pengasingan keluar daerah' dianggap tidak efektif, bahkan justru
sebaliknya, yaitu dapat membahayakan stabilitas negara. Oleh karena itu, ia

berkesimpulan pahwa memb an ‘pengasingan lebih maslahat

dibanding melaksanakan

7. n bagi
5: 38).
bahaya

dan untuk

D.

pat atau dalil
yang mafdhiil pkan hukum

dibanding yang afdhal atau rgjih. D ®a bentuk keluasan dalam agama ini

adalah adanya pendapat-pendapat yang sifatnya ijtihadiyyah sehingga seorang

UINCIMAM-BONJIOL

pgn Wgndal 1 ...- arNgu entuk
pendapat mana yangaaing kalat disgiatara para ulamaghe ya ia bertaklid pada
salah satu ulama yapAaiAeNn@ndapat yang sesuai

keinginannya saja.

Pendapat yang kuat disebut juga sebagai rajik, dan pendapat yang lemah
disebut dengan marjith. Sebagaimana disebutkan di atas, seorang muslim yang

diberi akal dan pengetahuan mesti memilih pendapat yang paling kuat, yang

% Imam Muslim, loc.cit , h. 48
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kemudian menjadi pendapat yang rajih baginya. la tidak boleh sengaja memilih
pendapat yang menurutnya keliru/lemah (marjiih) dan meninggalkan pendapat
yang baginya benar/kuat (rajih).

Ibn 'Utsaimin ditanya: Apakah boleh bagi seorang penuntut ilmu
mengambil pendapat yang lemah dalam beberapa masalah sedangkan ia
mengetahui pendapat yang kuat? Beliatl menjawab: Tidak boleh baginya beramal
dengan yang lemah, dan ia harus beramal dengan, pendapat yang kuat, jika jelas

baginya bahwa pendapat_itli kuat.*® Laraggan ini tidak hanya dalam masalah amal,

namun juga dalam masalah fatwa. I-Jauziah berkata:

sy JRES
v.>=:.a.3§ ov\.u.g'
- s

i hadapan

Allah untu ngan fatwa
dari madzha hb lain lebih
kuat dalilny& salah itu. la

berfatwa dald : : g _ 8 penar adalah
pendapat yand“eet atwakan, makd®8#at itu ia telah
menjadi seorang pengkhianat yang |anat| Allah dan Rasul-Nya dan di
hadapan penanya ia telah melakukan penipuan dalam urusan agama. Sedangkan

lighgidal@aka baiiik Petaljukdepagia pa gkbiagat e
mana pada saat-saat tertenty dib enggmbil, pe at yang marjih dan
meninggalkan yang PA A
Bl o)l el 5 066 LS B dmbiaeld oo | g M b 055 3,

* Majmii‘'at al- Fatawa, loc.cit, Jilid XXVI, h. 431.
“bn Qayyim al-Jauziah, I'’lam al-Muwagqi’in ‘an Rabb al- Alamin, Jilid 1V, (Beirut: Dar
al-Jalil, t.th.), h. 177.
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“Kadang beramal dengan yang marjih, lebih memberi manfaat yang kuat
sebagaimana kadang meninggalkan pendapat yang rajih memberi manfaat yang
lebih besar”.*

Dalam masalah al-afdhal dan al-mafdhil, atau perkara mana yang lebih
utama dari pada perkara yang lain. Dijelaskan dalam halaman yang sama misalnya
jika seseorang yang merajihkan pendapat tidak ada qunut dalam shalat, lalu ia
mengimami kaum yang mengambilfpendapat Sunnahnya qunut, maka ia berqunut.

Begitu pula misalnya seseorang biasa men-sirkan basmalah sebelum al-Fatihah

dan mengimami kaum‘yang terbia n jahr-nya basmalah, maka supaya

melunakkan hati jamaah boleh basmalah.

“Seorang md
pendapat lai

WS g > déﬁ 15T els
ki mungkmkan untuk

memutuskan dengan ilmu dan adil tanpa syarat ini, maka hendaknya mereka
lakukan. Sedangkan jika diperkirakan dengan keluar dari kerusakan akibat

* Majmii'at al-Fatawa, op.cit, Jilid XXIV, h. 198.

“ Ibn Rajab, al-Istikhrdj fi Ahkam al-Kharraj, (Beirut: Dar Kutub al-“Ilmiyyah, 1985), h.
89.
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kebodohan dan kezhaliman ini, dampaknya lebih berat daripada perkiraan, maka

itu termasuk dalam bab menolak kerusakan yang lebih besar di antara dua

kerusakan dengan memilih yang lebih rendah di antara keduanya”.**

Dapat disimpulkan bahwa, mengambil pendapat marjith dalam hal afdhal-
mafdhul diperbolehkan dalam meraih mashlahah yang lebih besar. Sedangkan
pada masalah fatwa, peradilan, dan_dalal-haram, maka tidak diperbolehkan
kecuali dalam keadaan darurat, yang mana Jika kita mengambil pendapat yang

rdjih akan timbul kerusakangyang lebth besar:

Berbicara mengenal “huku ut Iba Taimiyyah tujuan utama

pensyari’atan hukum Islam a an kemaslahatan sesempurna

mashlahah adalah sesuatu yang membangkitkan kebaikan, perbuatan-perbuatan

UIN TMAM BONJOL

Dalam pengertian terminologi mashlahah adalah®® :

PADANG

* Majmii’at al-Fatawd, loc.cit, Jilid XXXI, h. 73-74.

* Majmii’at al-Fatawd, bid, Jilid XX, h. 48.

*® al-Mashlahah adalah bentuk tunggal dari kata al-Mashalih. Ibn Manzir, op.cit, h. 516.
*” Abu Louis al-Ma’luf, op.cit, h. 432.

*8 Al-Ghazaliy, op.cit, h. 186.
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CS 4 g Ly e wbs o) deite (et e LSV E BLe b
oadholin Lot 3 Gl ~Mes o Gl aolis 3all sbsy daall (s
g spaais o dbilA il g LS

“Pada dasarnya mashlahah adalah suatu gambaran untuk meraih manfaat atau
untuk menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan, sebab
menarik manfaat dan menghindarigmudharat adalah tujuan dan kemaslahatan
manusia untuk mencapai maksudnya. Yang dimaksud dengan mashlahah adalah
memelihara tujuan-tujuan sydra .

Atas dasar itu dapat dipaj gshlahah adalah manarik manfaat

lati dengan
di “illat itu

mengandung kemaslahatan.

“l; Dalam hal ini 1bn Talmlyiah dan Ibn iayylm al-Jauziah berﬁendagat
PA&ﬂﬁiN; s
“Sesungguhnya syaf§’at i aa angun berdasarkan

hikmah dan kemaslahatan manusia”.

49 H

Ibid.
%0 Muhammad Abu Zahrah, Ushiil al-Figh, op, cit, h. 198.
*! Ibn Qayyim al-Jauziah, loc, cit.
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Dalam pandangan Ibn Taimiyyah, setiap tindakan yang oleh pelakunya
dipandang mengandung kemaslahatan, maka kemaslahatan itu pada dasarnya
dapat dianggap sebagai mashlahah yang mu tabarah selama tidak ada dalil syar’i
yang melarang atau membatalkannya. Jika ada dalil syar’i yang membatalkannya,
maka mashlahah itu sendiri menjadi batal.

Ibn Taimiyyah diatas sejalangdengan pendapat sebagian ulama ushiliy
yang menganggap>>
a&;\@ow%}&‘){uu\u&

“’Illat dengan makna motivasj
(mashlahah) Semata Seba ah| Itu  sebagai motivasi
h itu sendiri”

o Al Ol

—— PREWNEIN

Sl a,

“Illat bukan erukur) akan

tetapi ‘illat | sesuai dan

berbentuk  hil ! alam rangka
mewujudkan kemaslahatan dan mend dharatan”.

3

Melalui pernyataan itu maka dapat dipahami bahwa ‘illat hukum dapat
UIN IMAM-BONJOL
eWadep Wash- nka
‘illatnya. Dengan k lat di ri zhahir nash atau
melalui pendekatanPA Q)A NG t dipahami dengan

memperhatikan maksud-maksud umum dan mendasar dari pensyari’atan hukum.

Sebab seorang mujtahid akan terjebak pada kekeliruan-kekeliruan dalam

52 Al-Subkiy, op. cit, Juz 11, h. 238.
53 Shalih ‘Abd al-Aziz Ali Manshir, loc. cit, Jilid I, h. 390.
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menginstinbatkan hukum bila tidak mempertimbangkan makna yang tersirat
dalam suatu nash yang sangat mengutamkan kemaslahatan bagi manusia.

Konsep ini juga dianut oleh Najm al-Din al-Thufi (675-716 H/1276-1316
M) seorang ulama fikih dan ushul fikih yang bermazhab Hanbali yang
berpendapat bahwa kemaslahatan sesungguhnya yang berfungsi sebagai ‘illat
hukum, sehingga ketentuan hukumgberdasarkan maqgashid al-syari’ah dapat
diterapkan secara lebih subtansial melaluipemberlakuan prinsip. “hukum berputar
bersamaan dengan adanya‘atau tidak adanya “tllat hukum tersebut .

Menurut penulis, berdasa itu, dapatlahnberubah aikam al-

‘illat seb

memberi

penetapan hukum.
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